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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

A[amat:Ko.mplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
JLProf .Dr.H.Aziz Haily MA Bukit LimauTelp/Fax. (0752) 7074747 Kode Pos 26271

KERANGKA ACUAN KERJA — KAK

: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Unit Kerja
Bidang : Sekretariat
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

TAHUN ANGGARAN 2022

Scanned with CamScanner



SKPD

k Program
Sasaran Program
Kegiatan

‘ISub Kegiatan

Detil Kegiatan
1. Latar Belakang (why)

2. Dasar Hukum

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)
Uraian Kegiatan

Tujuan

S. Indikator Keluaran dan Keluaran
Indikator Keluaran (kualitatif)
Keluaran (kuantitatif)

6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)
Metode Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan

7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)

8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)

Pelaksana kegiatan
Penanggungjawab kegiatan
Penerima manfaat

KERANGKA ACUAN KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Dacrah
Administrasi Umum Perangkat Dacrah

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja banyak dan sering menerima kunjungan tamu,
baik dari dalam dacrah maupun luar dacrah (propinsi dan luar propinsi). Kunjungan ini
bisa berupa acara pertemuan formal maupun tidak formal. Oleh karena itu kunjungan

tersebut difasilitasi dengan menyiapkan makan dan minum/snack.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dacrah (Lembaran Dacrah
Tahun 2001 Nomor 15);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Penjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025
(Lembaran Dacrah Tahun 2005 Nomor 6);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Aggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kunjungan tamu berupa penyiapan makan
dan minum/snack

Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu berupa penyediaan makan dan minum / snack untuk
tamu dinas

Agar terfasilitasinya tamu-tamu dinas

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Swakelola

. Melakukan pemesanan makan dan minum/snack

. Melakukan pembayaran dan menyiapkan kuitansi pembayaran
Menyiapkan kelangkapan SPJ

Penandatangan SPJ

AW N = .

Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PPTK
PA
ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
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9. Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan (when) : 12 (dua belas) bulan
Matriks pelaksanaan kegiatan (time table) Jan | Feb | Mar | Apr | Mei [ Juni| Juli | Agt | Sep Okt | Nop | Des
- Melakukan pemesanan makan dan ~ !

minum/snack

- Melakukan pembayaran dan menyiapkan
kuitansi pembayaran

- Menyiapkan kelangkapan SPJ

- Penandatangan SPJ

10. Biaya (how much): total biaya yarrg diperlukan Rp 31.050.000

Sarilamak, 0 SJanuari 2022

Yahj:[:l@isetujui oleh
INAMNGGARAN PPTK

)
7

IalB AFRIZAL.S.Sos..M.Si
8031 002 NIP. 19720817 199202 1 001
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|skPD

Program
Sasaran Program
Kegiatan

Sub Kegiatan

Detil Kegiatan
1. Latar Belakang (why)

2. Dasar Hukum

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)
Uraian Kegiatan

Tujuan

5. Indikator Keluaran dan Keluaran
Indikator Keluaran (kualitatif)
Keluaran (kuantitatif)

6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)
Metode Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan

KERANGKA ACUAN KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Koordinasi dan konsultasi sangat dibutuhkan oleh OPD dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi, baik secara vertikal maupun secara horizontal dan dilaksanakan
dalam daerah atau luar daerah. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinan dengan persetujuan prinsip dari
Sekda/Bupati.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan dan Pertanggung J awaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 15); ,

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Penjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Aggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomer 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

Anggaran 2022,

Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sangat penting
dilakukan untuk mencapai kinerja OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya

- Tercukupinya biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rakor dan konsultasi dalam
daerah dan luar daerah

Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilakukan adalah untuk perjalanan

dinas biasa (dalam propinsi dan luar propinsi) dan perjalanan dinas dalam kota (dalam

daerah)

Kegiatan ini bertujuan mencapai kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi

- Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas
Terpenuhinya biaya kebutuhan akomodasi perjalanan dinas ke luar daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi dalam daerah dan luar daerah

;. Swakelola
1. Persiapan, materi yang akan

undangan)
Jika ke luar daerah, membuat persetujuan prinsip dari Sekda/Bupati

Membuat surat perintah tugas yang ditandatangani pimpinan
Melakukan koordinasi dan konsultasi
Membuat laporan hasil koordinasi dan konsultasi yang dilaporkan ke pimpinan

dikoordinasikan dan konsultasikan (jika ada, sesuai surat

SR
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§. DPelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)
Pelaksana kegiatan
Penanggungjawab kegiatan
Pencrima manfaat
9. Jadwal Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan (when)
Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

Persiapan, materi yang akan
dikoordinasikan dan konsultasikan (jika
ada, sesuai surat undangan)

Jika ke luar dacrah, membuat persetujuan
prinsip dari Sekda / Bupati

Membuat surat perintah tugas yang
ditandatangani pimpinan

Melakukan koordinasi dan konsultasi
Membuat laporan hasil koordinasi dan

10. Biaya (how much): total biaya yarrg diperlukan

PPTK
PA
ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

11 (sebelas) bulan

Jan | Feb | Mar | Apr [ Mei | Juni | Juli | Agt | Sep | Okt | Nop | Des

s it [t s St

Rp 79.377.000

Sarilamak, OS Januari 2022

PPTK N

AFRIZAL.S.Sos..M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001
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KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD ¢ DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

IS’TOET mﬂpm - : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
asaran Progr : Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Dacrah

chlamnA : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :  Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Detil Kegiatan
1. Latar Belakang (why) . Terpenuhinya jasa surat menyurat dalam rangka meningkatnya pelayanan teknis
administrasi, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian

2. Dasar Hukum - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);

- Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Aggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota;

- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun Anggaran 2022.

Terlaksananya jasa surat menyurat dalam rangka meningkatnya pelayanan teknis

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
administrasi, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian

4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)
Uraian Kegiatan

- Oprasional kegiatan kantor berjalan lancar

Tujuan
Membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan maksmimal

5 Indikator Keluaran dan Keluaran
Indikator Keluaran (kualitatif)

Keluaran (kuantitatif)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Ketja
Terlaksananya pemenuhan belanja barang habis pakai ( materai, buku cek, dan
benda pos lainnya )

Terlaksananya belanja jasa kantor ( belanja cetak/kiriman )

6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)
Metode Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan

. Swakelola
1. Disposisi surat masuk dan surat keluar

2 Jika ke surat luar daerah, membuat persetujuan prinsip dari Sekda/Bupati
3. Membuat surat perintah tugas yang ditandatangani pimpinan

7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Sarilamak

Scanned with CamScanner




Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)

Pelaksana kegiatan
Penanggungi awab kegiatan

PPTK
Penerima manfaat i ‘
i Jadwal Kegiatar  ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Wak‘.u pelaksanaan kegiatan (when) . !
Matriks pelaksanaan kegiatan (time table) ' ampa bulan

4 o
an |Feb |[Mar Apr |Mei |Jumi Juli Agt Sep Okt Nop |Des

............... T T—

| TR

lO. Biaya (ho much)' total biaya T i Cr al 0 000
w . ya.r dl C lllk d

‘ | Sarilamak, O Januari 2022
KD‘I\\f wi/disetujui oleh ‘I
g@ N &\'NGGARAN !

PPTK > 2

; | AFRIZAL.S.Sos,M.Si
9803 1 002 NIP. 19720817 199202 1 001
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SKPD

Progean

Qasaran Progran
Keglatan

Sub Kegltan

IDetll Kegintan
1. Latar Dolakang (why)

2, Dasar Hukum

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)
Uraian Kegiatan

Tujuan

$. Indikator Keluaran dan Keluaran
Indikator Keluaran (kualitatif)
Keluaran (kuantitatif)

6. Cara Pelaksanann Kegiatan (how)
Metode Pelaksanann
Tahapan Kegiatan

7. T o
Fempat pelaksanaan Kegiatan (where)

KERANGKA ACUAN KERJA

DINAN PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
PROCGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMIERINTATIAN DALRAT
DPersentase pelaksanaan penunjamg urasan Pemorintahan Dacrah

Penyedinnm Jasi Penunjang Urisan Pemetintal Daerah
- Penyedinan Jasa Komunikast, Sumboer Daya Ale dan Ltk

o Penyediaan Jasa Komunikosh Sumber Daya Al Listelk dan Internel sangnl
dibutuhkan didalim keglatan operastonal petkantoran,sehingga pementihon
hebutubannya sangat menunjang kelancaran keglatan agor lebih efoktif,copat dan
eltulen,

= Peraturan Pemerintah Nonor 88 Tahun 2008 Tentang Pengelolnan Keuangon
Daerah (1embaran Negara 'Tohun 2008 Nomot 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4878)

o Peraturan Menter! Dalam Nogerl Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrahy

= Peraturan Dacrah Kabupaten 1ima Puluh Kota Nomor 04 Talun 2001 Tentang
PokoksPokok Pengelolmn dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tuhun 2001 Nomor 15);

« Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2003 Tentang

Rencona Penbangunm Jangkn Penjang Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 20062025 (Lembaran Dacrah Tahun 2005 Nomor 6),

« Peraturan Daeral Kubupaten Lima Pulul Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Doerah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

« Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor § Tahun 2021 Tentang
Aggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tohun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Pulub Kota Tahun 2021 Nomor 5);

= Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Lima Pulul Kota Tahun 2021 Nomor 93);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman
pelaksanaan program, kegiutan dan sub kegintan anggaran pendapatan dan
belanjn dacrah thun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota;

- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun Anggaran 2022,

¢ Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Air Listrik dan Internet

Penyedinan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik dan Internet sangat

| '
dibutuhkan didatam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan
kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektificepat dan

efisien

©Terpenuhinyn kebutuhan Komuniknsi, Air JLstrik dan Internet

Nilai Akuntabilitas Kinetja Dinas Perindustrion dan Tennga Kerja
Terloksananyn pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran kegiatan ogar lebih

efektif,cepat dan efisien.

: Swakelola
1. Pembayaran perbulan jnsa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2, Mencetak fuktur pembayaran
3. Pembuntan SPT kegiatan

« Kaontor Dinas Perindustrian dan Tennpa Ketjn

Scanned with CamScanner




=caksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)
o pelaksana kegiatan

penanggungjawab kegiatan
Penerima manfaat
Jadwal Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan (when)
Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

9.

10. Biaya (how much): total biaya yarrg diperlukan dalam

PPTK
PA

ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

12 (dua belas) bulan

Jan

Feb

Mar_[Apr

Mei |Juni [Juli JAgt (Sep [Okt [Nop [Des

Rp

47.794.800

Sarilamak, O Januari 2022

PPTK

AFRIZAL.S.Sos,.M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001

Scanned with CamScanner




T KERANGKA ACUAN KERJA

GKPD * DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
ngwmpmgmm : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sa_q({rﬂﬂ + Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
chmmn‘ *  Administrasi Umum Perangkat Dacrah

Sub Kegiatan ¢ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

petil Kegintan
1. Latar Belakang (why) : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sangat dibutuhkan didalam kegiatan

operasional perkantoran dimana penyediaan peralatan rumah tangga merupakan
kegiatan belanja langsung untuk mengakomodir kebutuhan pokok administrasi
perkantoran,

2. Dasar Hukum - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Dacrah Tahun 2001 Nomor 15);

- Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Penjang Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);

- Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Dacrah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota;

- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan karena sangat pentingnya penyediaan peralatan rumah
tangga di kantor, guna menunjang pelaksanaan operasioanal kantor antara lain piring

makan, piring kue, gelas dan cangkir set.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what) _ . ‘ .
Uraian Kegiatan :  Penyediaan peralatan rumah tangga sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional
‘ perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran
kegiatan agar lebih efektif,cepat dan efisien

Agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan lancar

Tujuan
- Tersedianya peralatan rumah
tangga sebagai bahan
E lndik;:gfklid";f:ﬂj:;“n}le;ﬁz‘:m - Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
ikator | i
Keluaran (kuantitatif) Menunjang kegiatan kantor
8. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how) o
I\l‘m()de Pclak.sanam 1.. Menyiapkan surat pesanan pembelian pera'latan.rumah tangga
e 2. Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi
3. Menyiapkan kelangkapan SPJ
4. Penandatangan SPJ

g
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Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)
84 pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)
] pelaksana kegiatan
penanggungjawab kegiatan
Penerima manfaat
9, Jadwal Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan (when)
Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)
- Menyiapkan surat pesanan
pembelian peralatan rumah tangga

- Melakukan pembelian dan
menyiapkan kuitansi

- Menyiapkan kelangkapan SPJ
Penandatangan SPJ

10. Biaya (how much): total biaya yarrg diperlukan

Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PPTK
PA

ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2 (dua) bulan

Jan |Feb |Mar |Apr |Mei [Juni {Juli [Agt |Sep |[Okt [Nop [Des

Rp 5.188.000

Sarilamak, OS Januari 2022

AFRIZAL.S.Sos..M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001

Scanned with CamScanner




K KERANGKA ACUAN KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

SKPD )
g mgﬂmpmgmm gROGRA.\! PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
. : Persentase pelaksanaan penunjang urusen Pemerintzhan Daerah
Administrasi Unum Perangkat Daerzh
Penyedizan Bzhan Logistik Kantor
Latar Belakang (wh! : i i
! g (why) : Operasional kantor tidzk terlepas dari tersedianya behan logistik, seperti

tersedianya alat tulis kantor dan bahan/alat untuk kebutuhzn kantor lzinnva.
Tanpa adanya bahan tersebut, maka kantor tidzk akan beropesionzl. i

. Dasar Hukum : =

2 - Peraturan Pemerintzh Nomor 58 Tzhun 2005 Tentang Pengelolazn Kevangzn
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambzhan Lembaran
Negara Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tzlun 2001 Tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dacreh

(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerzh Kzbupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2006-2025 (Lembaran Dacrzh Tahun 2005 Nomor 6);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Tzhun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerzh Tzhun Angearan 2022 (Lembaran

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tzhun 2021 Nomor 93);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan

belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintzh Kabupaten

Lima Puluh Kota;

Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang

Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun Anggaran 2022.

: Kegiatan ini dilaksanakan karena sangat pentingnya penyediaan bahan logistik

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan b ;
di kantor, guna menunjang pelaksanazn operasioanal kantor antara lain
penyediaan ATK, bahan pembersih dan alat kebersihan kantor

4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what) ] o . )
Uraian Kegiatan :  Kegiatan penyediaan bahan logistik antara lain berupa : penyediaan atk, dan
penyediaan alat/bahan kantor lainnya seperti alat-alat kebersihan kantor

Agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan lancar

Tujuan
- Menjaga kebersihan kantor
. Tersedianya bahan logistik kantor sebagai bahan penunjang pelaksanaan
pekerjaan administrasi pelayanan perkantoran
5. Indikator Keluaran dan Keluaran . Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
. Indikator Ke ; i
Indikator Keluaran (kualitatif) $ Mer}unjang keglata1_1 kantor
Keluaran (kuantitatif) . Peningkatan kebersihan kantor
e
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how) —
1]\‘4 g Pe]ak.sanaan 1. Menyiapkan surat pesanan pembf:lian ATI? da:f Alat kebersihan
i 2. Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi
3. Menyiapkan kelangkapan spJ
4. Penandatangan SPJ

Scanned with CamScanner



[Wksanaan Kegiatan (where)

;’ pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)
" Pelaksana kegiatan

Penanggungiawab kegiatan

Penerima manfaat
Jadwal Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan (when)
Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)
- Menyiapkan surat pesanan pembelian ATK dan
Alat kebersihan
- Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi

- Menyiapkan kelangkapan SPJ
Penandatangan SPJ

10. Biaya (how much): total biaya yarrg diperlukan dalam

Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PPTK
PA

ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

11 (sebelas) bulan

Jan |Feb |Mar Apr

Mei

Juni

Tuli [Agt

Sep

Okt

Nop

Des

Rp 25.003.400

Sarilamak, OY Januari 2022

PPTK

AFRIZAL.S.Sos..M.Si

NIP. 19720817 199202 1 001

Scanned with CamScanner




/ KERANGKA ACUAN KERJA

SKPDn ¢ DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Prﬂﬂ A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
o &l H Persc.ntlase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah

f(egl; s : Administrasi Umum Perangkat Dacrah

qub Kegi : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

petil Kegiatan

tar Belakang (wh . ; i
|, La g (why) . Operasional kantor tidak terlepas dari tersedianya barang cetakan dan
penggandaan, seperti tersedianya barang cetakan (map, amplop, kuitansi, d11)
serta kebutuhan akan fotocopy/penggandaan dokumen kantor. Tanpa adanya
bahan tersebut, maka kantor tidak akan beropesional.

2. Dasar Hukum - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacerah,

- Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Penjang Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);

- Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Aggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomeor 93);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan

belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota;

Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang

Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan karena sangat pentingnya penyediaan barang cetakan

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
dan penggandaan dokumen kantor

4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what) .
Uraian Kegiatan . Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan antara lain : cetak amplop
dinas, cetakmap dinas, cetak blanko kuitansi, cetak blanko disposisi, dli serta

penggandaan/fotocopy dokumen kantor.

Tujuan Agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan lancar

i luaran dan Keluaran . ]
= untabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Ketja

ikator Kel kualitati Nilai Ak : tla '
E:]ll!:'t:r: (kfl;lnaiiiti( f) e Tersedianya barang cetakan untuk kegiatan administrast perkantoran yang
lengkap
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how) : S
: Swakelola
aan i
gt Pelak'sai:n 1. Menyiapkan surat pesanan barang cetakan .
S 2. Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi pembayaran
3. Menyiapkan kelangkapan SPJ
4. Penandatangan SPJ
i i i Kerja
i Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kkerj
7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where) '
8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegatan (who) N
Pelaksana kegiatan o
i K . ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pencrima manfaat

L

Scanned with CamScanner




Jud\\’ﬂl Kegiald? :
Wakit pclal:ls\anazm k:‘gu%mn (when) 12 (dua belas) bulan
riks pelaksanaan cegiatan (time table) Jan [Fe ; o : :
h} Menyiapkan surat pesanan pembelian barang Fob Mar JApr IMel Juni ol gt {Sep {OM o Do
cetakan
. Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi
pembayaran

. Menyiapkan kelangkapan SPJ

Penandatangan SPJ

Hio. Biaya (how much): total biaya yarrg diperlukan dalam Rp 25.031.000
e
Sarilamak, Januari 2022
Diketahui/disgipiui oleh
PENGGUDAANGGARAN
-

AFRJZAL.S.S :
NIP. 14720817 199202 1001

Scanned with CamScanner




g - T

KERANGKA ACUAN K

E RJA
okl  DINAS prgyy
m A FERINDUSTIIAN han e
0] T 1] ' ; ND, ! AC 3
Kjrr:ﬂ s ; : ROGRAM PENUNJANG 11 1/1‘:/\;:‘1'\;’):4(;/‘ o
! : * Persenty e e "EMERINTAHAN 1A
4% pelaksany, Penunjany uryyun Pemering, '?).J PAERAH
egintan . . i Dacrah
b Kegiatan * Administras Umum Peranghat Daerst
Sl

!’cnycdiu;ml- om asi |
~Omponen Ingta) si i*lrildl’cnf:r'
' $! angan Bangun;
| '” R gunan Kantor
| Latar "Clﬂkﬂﬂg (Wh}') Pen n
encray wan bﬂngunan

gedung kantor ¢ ; e
sangit dibutuhkan da) o dan pemenan komponen istrik lainnya

AM rangka operasional kantor,

Y. Dasar Hukum

= Peraturan Pemerintah Nomor 58Ta

hun 2005 T, entang Pengelotaan Keuangs
(Lembaran N ¢ g o yriy
prrss an Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom:

or 13 Tahun 2006 Tentan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah; B

Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota N

Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jaw,
Dacrah Tahun 2001 Nomor 15);

omor 04 Tahun 2001 Tentang
aban Keuzngan Daerah (Lembaran

= Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Penjang Dacrah Kabupaten Lima Pulub Kota Tahun
2006-2025 (Lembaran Dacrah Tahun 2005 Nomor 6);

= Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Dacerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

= Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Aggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5)

= Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota;

- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2022.

| Kegiatan Dilaksanakan - Sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan operasional kantor
3. Alasan Kegia i

- Tersedianya pembiayaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor untuk 12 bulan kerja

1. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)

J a -kabe inal
¢ Belan a barang alat alat llﬂllk, antara lain : bOhlam, acu gcnset, kabel-kal I., term
U alan chlawn

listrik, dll.

Optimalisasi pelaksanaan tugas dan operasional kantor

Tujuan
: b . ian dan Tenaga Kerja
5. Indikator Keluaran dan Keluaran . Nili Akuntabilias Kinea Dinas Perindustian dan an bangunan kantor
T feliad Terfasilitasinya penyediaan komponen instalasi listrik/pencrang
Keluaran (kuantitatif)
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how) : Swak?lol;ian curat pesanan pembelian alat-dlat listrik
Metode Pelaksanaan 1. Menyiap i dan menyiapkan kuitansi
Tahapan Kegiatan 2. Melakukan pembelian e
3, Menyiapkan kelangkapan
4, Penandatangan SPJ

Scanned with CamScanner



= pelaksanaan Kegiatan (where)
emp

 dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)

! llclilks;ln;

pelaksana kegiatan
Penanggun gjawab kegiatan
penerima manfaat
Jadwal Kegiatan
waktu pelaksanaan kegiatan (when)
Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)
- Menyiapkan surat pesanan pembelian alat-
alat listrik
- Melakukan pembelian dan menyiapkan
kuitansi

- Menyiapkan kelangkapan SPJ
- Penandatangan SPJ

0. Biaya (how much): total biaya yarrg diperlukan dalam
kegiatan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Sarilamak

PPTK
PA
ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9 (sembilan) bulan

Jan |Feb [Mar [Apr [Mei [Juni [Juli |Agt [Sep [Okt |Nop Des

Rp 7.505.000

Diketahui/disctujui oleh
PENGGUNA ANGGARAN

FERY CHOFAW. LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002

Sarilamak, Januari 2022

PPTK

AFRAZAL.S.Sos M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001

Scanned with CamScanner




e

SKPD ;
Progran
Gasaran Program

Kegiatan
ub Kegiatan

petil Kegintan
1, Latar Belakang (why)

2. Dasar Hukum -

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)
Uraian Kegiatan

Tujuan

5. Indikator Keluaran dan Keluaran
Indikator Keluaran (kualitatif)
Keluaran (kua.ntitatif)

6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)

tan (where)

7. Tempat pelzksanaan Kegia
sy Jawab Kegiatan (who)

8. Pelaksana dan Penanggung
Pelaksana kegiatan
Penanggungjawab kegiatan
Penerima manfaat

. Nilai Akuntabilit

Metode Pelaksanaan l:

Tahapan Kegiatan "
3.

KERANGKA ACUAN KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

[:ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Dacrah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dacrah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

P.cnycdiaan Jasa Pelayanan Perkantoran sangat dibutuhkan
didalam kegiatan opcrasional perkantoran, schingga pemenuhan
kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Tahun 2001 Nomor 15);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Penjang Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2006-2025 (Lembaran Dacrah Tahun 2005 Nomor 6);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Aggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5)

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Dacrah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota;

Surat Keputusan Bupati Lima Pul
Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Li

Kota Tahun Anggaran 2022.

uh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang
ma Puluh

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum kantor

Jasa pelayanan umum Kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan
perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang
efektif,cepat dan efisien

Penyediaan
operasional
kelancaran kegiatan agar lebih

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum kantor

as Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran kegiatan agar lebih

efektif,cepat dan efisien.

Swakelola
Penyediaan jasa
Mencetak faktur pembayaran
Pembuatan SPJ kegiatan

pelayanan umum Kantor yang dibutuhkan

Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PPTK
PA

ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

J

Scanned with CamScanner



( Tawal Kegiatan
" waktu pelaksanaan kegiatan (when) + 11 (scbelas) bulan

atriks pelaksanaan Kegiatan (time tg 3 .
Matriks p giatan (time table) Jan_|Feb |Mar [Apr [Mei [Juni JJuli Agt |Sep |Okt |Nop |Des
: T
- I -
' A
!
10. Biaya (how much): total biaya yarrg diperlukan Rp 343.320.000
= Sarilamak, QS Januari 2022

/\§\ ﬁ%ﬁc\l\huygi setujui oleh
UNGGUNAANGGARAN

NEGSTLLL LM FRIZAL.S.Sos,.M.Si
bsos 1002 NIP. 19720817 199202 1 001

Scanned with CamScanner
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KERANGKA AcuAN KERJA

SKPD

rogram * DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

sasaran Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perser?tase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Keglatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Detil Kegilatan

1. Latar Belakang (why)
K.ondisi gedung kerja yang baik dan kondusif sangat mendukung dan

dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD. Masih

layak atau kurang kondisi gedung kerja, maka dilakukan

pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor.

2. Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun

2001 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Penjang Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2006-2025

(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Aggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2021 Nomeor 5);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima

puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan

program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran

2022.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan . Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan
kebersihan pemeliharaan/perawatan bangunan dan halaman gedung kantor
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota

2 iatan Yang Dilaksanakan (what)
o & meliharaan/rehabilitasi gedung atau bangunan kantor

Uraian Kegiatan

Kegiatan ini adalah pe

Agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan lancar

Tujuan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja

5. Indikator Keluaran dan Keluaran
udnya pemeliharaan dan rehab gedung kantor

Indikator Keluaran (kualitatif) . :
Keluaran {kuantitatif) - Terpenuhi dan terwuj
iatan (how)
6. Cara Pelaksanaan Kegi ( i
ikasi kerusakan gedung kantor

Metode Pelaksanaan 1 B
SR 2. Menentukan pihak ke 3 (tukang) yang akan memperbaiki gedung kantor
3. Melakukan perbaikan
here) Kantor Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja
atan (where

7. Tempat pelaksanaan Kesi
i 0
8. Pelaksana dan Penanggune Jawab Kegiatan (who) -
Pelaksana kegiatan s |
. s . ASN Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja

Penerima manfaat

Scanned with CamScanner



,,e[akfa“a dan Penanggung Jawab Keglatan (who)
pelaksana kegiatan
Penanggungjawab kegiatan
penerima manfaat
Jadwal Keglatan
waktu pelaksanaan kegiatan (when)
Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)
- Melakukan servis dan penggantian suku cadang
kendaraan dinas secara berkala
- Pembelian BBM untuk operasioanal kendaraan
dinas
. Melakukan pembayaran perizinan kendaraan

0. Biaya {how much): total biaya yarrg diperlukan dalam
kegiatan

PPTK
PA

ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

12 (dua belas) bulan

Jan |Feb [Mar [Apr

Mei

Juni

Juli

Agt

Sep

Okt

Nop

Des

Rp 120.006.000

A

Sarilamak, OB Januari 2022

PPTK

AFRIZAL.S.Sos..M.Si

NIP. 19720817 199202 1 001

Scanned with CamScanner




KERANGKA ACUAN KERJA

[ [skP? ;
mgrampmgram : E'NAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERIA
asaran ' PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP
egiaten * Fersentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan l)aeraflmJ e
b Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

petil Keglatan

1. Latar Belakang (why)
Peralatan dan mesin, seperti komputer, laptop, printer, AC dan genset sangat

,l;nnen':ulkung dan di‘butuhkan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD.
asi .ayak atau tlldak peralatan dan mesin sangat tergantung pada pemeliharaan

zanf t]illakukan, baik servis dan penggantian suku cadang yang dilakukan secara
erkala.

2. Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-
. Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
| Tahun 2001 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Penjang Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Aggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

Anggaran 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan aset pemerintah daerah

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan §
berupa peralatan dan mesin lainnya sehingga operasional kantor berjalan
lancar.
4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what) - . .
: Kegiatan ini adalah penyediaan jasa pemeliharaan servis dan penggantian suku

Uraian Kegiatan
& cadang komputer, laptop, printer, AC dan genset secara berkala

Agar terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah
Mendukung pelaksanaan dan pelayanan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

Tujuan

Perindustrian dan Tenaga Kerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas
Jatan kantor dan mesin lainnya untuk

.. Indikator Keluaran dan Keluaran

i litati .
'”‘?'kator('iduat';;‘tg;ua o Terpenuhinya pemeliharaan pera
Keluaran (kuan

i, Cara Pelaksanaan Kegiatan (how) S el
htato RETRERIET 1. Mengl‘dentiﬁkasi peralatan dan mesin yang ada . |
Tahapan KegREn 2. Melakukan servis dan penggantian suku cadang mesin dan pera atan

Kantor Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja

I. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)
Ci ab Kegiatan (who)

i, Pelaksana dan Penanggung Jaw! -
Pelaksana kegiatan oA |
ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Penanggungjawab kegiatan
Penerima manfaat

Scanned with CamScanner




r Tdwal Kegiatan
% " akty pelaksanaan kegiatan (when)

patriks pelaksanaan kegiatan (time table)
. Mengidentifikasi peralatan dan mesin yang ada

- Melakukan servis dan penggantian suku cadang

(0. Biaya {how much): total biaya yarrg diperlukan dalam

9 (sembilan) bulan

Jan

Feb

Mar

Apr

Mel [Juni |Juli |Agt [Sep [okt [Nop [Des

BPEN §

Rp

19.370.000

QN

e

—
= NDiktahui/disetujui olet
APy B

-

NGGARAN

1, LLM
DAP9803 1 002

Sarilamak, O Januari 2022

FRIZAL..S.So0s,.M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001

Scanned with CamScanner




otil Kegiatan
1. latar Belakang (why)

=]

2. Dasar Hukum

. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

w

4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (wh

Uraian Kegiatan

sksanaan Kegiatan

7. Tempat pel
g Jawa

8. Pelaksana dan penanggun

pelaksana kegiatan
Penanggungjawab kegiatan
penerima manfaat

KERANGKA ACUAN KERJA

at)

Tujuan

5. Indikator Keluaran dan Keluaran
Indikator Keluaran (kualitatif)
Keluaran (kuantitatif)

6. Cara pelaksanaan Kegiatan (how)
Metode pelaksanaan
Tahapan Kegiatan

(where)

b Kegiatan (who)

. Mengidenti

E:égi :ERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
MP
e ilI\JLiNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
amaiha pela Sanaan';'lenunjang urusan Pemerintahan Daerah
aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kondisi gedung kerja yang baik dan kondusif sangat mendukung dan
dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD. Masih
layak atau kurang kondisi gedung kerja, maka dilakukan
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor.

ang Pengelolaan Keuangan Daerah

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tent
Lembaran Negara Nomor 4578);

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawa

2001 Nomor 15);

Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang pokok-

ban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun

uh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Pul
Pembangunan Jangka Penjang Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);

15 Tahun 2016 Tentang

Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Nomor
Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembara
Kota Tahun 2016 Nomor 15);

peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar:
puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93T
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar
puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

an Bupati Lima puluh Kota Nomor
n sub kegiatan anggaran
kungan pemerintah Kabupaten

n Daerah Kabupaten Lima Puluh

n

Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Aggara
Lima

an 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten

ahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran
an 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima

021 Tentang Pedoman pelaksanaan

92 Tahun 2
ah tahun

pendapatan dan belanja daer.
Lima Puluh Kota;

Peratur,
program, kegiatan da
anggaran 2022 diLing

mor 422 Tahun 2021 tentang pelimpahan

Lima Puluh Kota No
bupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran

Surat Keputusan Bupati
Daerah Ka

Wewenang Pengelolaan Keuangan
2022.

n dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan
rawatan bangunan dan halaman gedung kantor
ga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota

Kegiatan ini dilaksanaka
kebersihan pemeliharaan/pe
Dinas Perindustrian dan Tena

Kegiatan ini adalah pemeliharaan/rehabilitasi gedung atau bangunan kantor

Agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan lancar

perindustrian dan Tenaga Kerja

s
gedung kantor

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dina
meliharaan dan rehab

Terpenuhi dan terwujudnya pe

swakelola
tor

fikasi kerusakan gedung kan
kan memperbaiki ge

kang) yang 3

Menentukan pihak ke 3 (tul dung kantor

. Melakukan perbaikan

Kantor Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja

PPTK
PA
ASN Di

nas perindustrian dan Tenaga Kerja

Scanned with CamScanner




mal Kegiatan
" waktu pelaksanaan kegiatan (when)

Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)
- Mengidentifikasi kerusakan gedung kantor
- Menentukan pihak ke 3 (tukang) yang akan
memperbaiki gedung kantor

- Melakukan perbaikan

10. Biaya (how much): total biaya yarrg diperlukan

3 (tiga) bulan
Jan |Feb |Mar [Apr |Mei [Juni [Juli [Agt [Sep |Okt |Nop |Des
| S
]
a i
Rp 14.560.000

k:ia@t/d:setu_]m oleh
ﬁ@yg.x ANGGARAN

Sarilamak, O Januari 2022

AFRIZAL.S.Sos,.M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001

Scanned with CamScanner




